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PUTUSAN
Nomor 623/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Pl N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tangal lahir Bogor/07 Agustus 1992, umur 29 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor., sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tangal lahir Bogor/09 September 1989, umur 32 tahun,
agama lIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta,
tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26
Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam
register perkara Nomor 623/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 26 Januari 2022,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23-07-2010 dilangsungkan perkawinan dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah
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dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jonggol, Kabupaten
Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah NO.XXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah
Swit;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
terakhir di Kp. Menan (Rumah Bu Inas) No. 67 RT.002 RW.004, Kelurahan
Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Tergugat telah
melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama;
3.1 Anak Bogor, 15-04-2011;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2013 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi tidak ada komunikasi sampai saat ini, yang penyebabnya
antara lain:
a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada
Penggugat;
b. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama
Mumun;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat Tergugat terjadi
pada bulan Januari 2014 disebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi
tidak ada komunikasi sampai saat ini yang pada akhirnya Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama sejak saat itu antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah serta sudah tidak melakukan hubungan
badan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat
merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa
dipertahankan lagi, karena penggugat merasa tidak tidak sanggup
mengurus segala kebutuhan dan permasalahan keluarga tanpa bantuan
dari tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Tergugat;
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7. Bahwa terhadap biaya atas perkara ini agar dibebankan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan;
PRIMAIR:
1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang &€“ undangan yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat
gugatan Penggugat dan menurut relaas panggilan Nomor
623/Pdt.G/2022/PA.Cbn, ternyata dinyatakan alamat Penggugat tidak jelas
sehingga Penggugat tidak dikenal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka
semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap
telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir di persidangan
berdasarkan berita acara relaas panggilan alamat Penggugat tidak jelas
sebagaimana tertulis dalam gugatan sehingga menyebabkan Penggugat tidak
dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui dengan
jelas sedangkan yang membuat gugatan dan yang memberikan alamat
Penggugat adalah pihak Penggugat sendiri maka Majelis Hakim berpendapat
alamat Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/kabur (Obscuur libel) oleh
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karena itu harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 420000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai
Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Suraji, M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut
dan dibantu oleh Abdullah Asad, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
Tergugat;

Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H. Dra. Tuti Gantini

Drs. Suraji, M.H.
Panitera Pengganti,
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Abdullah Asad, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,-

- Biaya Proses :Rp 50.000,-

- Panggilan :Rp 300.000,-

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-

- Redaksi :Rp 10.000,-

- Meterai :Rp 10.000.-

Jumlah 'Rp 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);
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